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jrjOMAN

JRAH

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

pERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 42 TAHUN 2017
pELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Perangkat
Daerah/Satuan Kecrja Perangkat Dacrah dan Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah serta guna menjamin tertib
administras: keseluruhan  kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 42 Tahun
2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
2018;

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Kudus
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Raky}?t
Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, rr;a a
Peraturan Bupati Kudus Nomor 42 Tahun 2017 tgr; ang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran i o dan8 et?ldr2k
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 t

S€suai lagi sehingga perlu diubah;

. : d
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmart‘-ir:;mggglajtl
haraf & dan huruf b, perlu menetapkan Pera

, 42
te Bupati Kudus Nomor
pong Perubahan atas Peraturen Pe?aksanaan Anggaran

TahUn 2017 Pedoman
tentang Pedo -
°ndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus
Angparan 2018:

13 Tahun 1950 tentang

Undang-Undang Nomor Kabupaten Dalam

®Mbentukan Daerah-Daerah '
Mgkungan Propinsi Jawa Tengah;

% 4,
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10.

undang-Undang  Nomor g

Pcnyelelnggaraa_n Negara v

KorUpE: Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Neg as dari
ara

indonesia Tahun 1999 Nomgr 75 Republik
Negara Republik Indonesia Nomor 3é5’fﬁmbahan Lembaran

Tahun  1ggq

Bersih dap Beb tentang

Undang—Undang Nomor 17 Tehy _
Negara (Lembaran Negara Repu n 2003 tentang Keuangan

blik Indones;j
Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Ne o :
Nomor 4286); gara Republik Indonesia

Undang-Undang  Nomor 1  Tahun
perbendaharaan  Negara (Lembaran

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Ta
Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

2004  tentang
Negara Republik
mbahan Lembaran

)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007  tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajgk
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Re%ubhk
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2014 tenting
Undang-Undan Nomor 23 Tahun ' .
Pemeriitahan Isgaerah (Lembaran Negara Republik Indl\?nesxa
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan _Lembarrimh d'egt?;]i
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diu

; : Undang-Undang Nomor 9
beberapa kali terakhir dengan = Kegua atas Undang-

T Perubahan .
Ui}:jun 2015 tethgngrahun 2014 tentang Pemerintahan
ang Nomor donesia Tahun 2015

blik In _
L Republik Indonesia

; a
Daerah (Lembaran Negar b Negara

Nomor 58, Tambahan Lem
Nomor 5679);

T



wo

,g-Undang  Nomor 30 g
jang-Uncans ahun 2014
n Ul;éﬂmstfas‘ Pemerintahan  (Lembargy, N
Al ia Tahun 2014 Nomor 292, Tamb

ndoneés >lik Indonesia N
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

aturan Pemerintah  Nomor 23 Tahun

12 gglngendalian Jumlah Kumulatif DefisiQtOOBArfggaE?:rgl
pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman
pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomozi

4287);

tentang
€gara Republik

peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
gtandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Neg..ra
Republik Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informa_si
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5155);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Neonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambshan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

& Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Staqdar Pelayanan
INima] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun QOQS
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Ir1ClOrlesia Nomor 4585);

19,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomqr
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614)
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;
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22.

23.

24,

26

27.

28,

29

peraturan Pemerintah Nomgor 21 T

penyelenggaraan Penan88U1angan

ahun 2008 tentang
cgara Republik Indonesia Tapy,

Bencana (Lembarap

Neg 2008 N
pahan Lembaran Nega . omor 42
;irrnnor 4828); gara  Republik Indonesia

peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahy
pendanaan dan. Pengelolaan Bantuan Be
Negara Republik Indonesia Tahun
Tambahan  Lembaran  Negara
Nomor 4829);

n 2008 tentang
ncana (Lembaran
2008 Nomor 43,
Republik Indonesia

peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut
pajak Daerah dap Retribusi Daerah (Lembaran Ngegaiz
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S161);

2010 tentang Tata

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tle\lntang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 13 TahunD QOOS
tentang Pedoman Pengelolaan Kel_langall;lh. daer:n
sebagaimana telah diubah beberapa kali teraT }11r eggll
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 211\/I at;,linDalam
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan er;):n Delam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomsll?k Ingdon€Sia
Keuangan Daerah (Berita Negara Repu

Tahun 2011 Nomor 310);

eri Nomor 55 Tahun 2008
Penyusunan Laporan
Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Neg i
tentang Tata Cara Penatausahaan ?
PertanggUngjawaban Bendahara sertd

Q(i/‘\cvg



32.

33.

34.

36.

Menteri Dalam Negeri N

an . OmOr
pcrgi; e dPemienan Hibah dap SBQal—};ihun 2011
Icng Bersumber €ar Anggaran Pendapatan daarl Sosial
yanra Berita Negalja Republik onesia T N Belanja
pac 450), sebagaimana telah g; ahun 207}

or ubah :
of;khir dengan Peraturan Menter; Dalam Nezzze;?pa kali
tcrhurl 2016 tentang Perubahan Ked omor 14
T2 teri Dalam Negeri Nomor 32 T4
i pemierlan Hibah Dan Bappyay Sosial ya
umber dar Anggaran Pendapatan dan Bejap: o
?;errsita Negara Republik Indonesia Tahu elanja Daerah

peraturan Menteri Dalam Negeri No
entang Pedoman Pengelolaan Baran
It\]egara Republik Indonesia Tahun 20

rno.r'19 Tahun 2016
g Milik Daerah (Berita
16 Nomor 547);

peraturan Daerah Kabupaten Kudus No
tentang Pokok-Pokok  Pengelolaan

(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Ta
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

mor 3 Tahun 2007
Keuangan Daerah
hun 2007 Nomor 3,
Kudus Nomor 99);

peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus

Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 193);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 21);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupateg Kudus Tahun
2016 Nomor 29) scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomgr 28 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dgn
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretarla;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daf;ra
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2018 Nomor 9),

Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2017 tentemrgl
ransaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan dAnggg(?ta
®ndapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten g;.us (
aerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 28);
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peraturan Bupati Kudysg Nomor
penjabaran Anggaran Pe“dapatan
Kabupaten IfUdUS Tahun Anggaran 2“ Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2017 NOmo.—OI

telah diubah dengan Peraturan Bupati 41) sebagairiang
Tahun. 2018 tentang Perubahan Ked; Kudug Nomcr 13
Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 teant:tas Pcraturan
Anggaran Pendapatan Dan D ng Penjabaran
Kudus Tahun Anggaran 203 (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2018 Nomor 13, aerah Kabupaten

4]

Belanja

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBARAN ATAS p /

sUPATI KUDUS NOMOR 42 TAHUN 5017 TENTANG EP!EADT(;JI&QS
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 42 Tahun
2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 42), diubah sebagai

berikut

I. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal baru vakni
Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut -

Pasal 4A

(1) Dalam hal terjadi perubahan Perangkat Daerah/Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Unit Kerja, pelaksanaan program dan
kegiatan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit  Kerja yang baru menggunakan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari Perangkat Daeravh/Satuan
Kerja Perangkatm Daerah/Unit Kerja lama sampai dengan
dnétapkannv?& Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pc‘ndaoatan'Belama Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran

2018

'2) Perubahan Perangkat Daerah/ Satuan Kerja Perangkat Dacrah
/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agla(;z:h _—
a Bagian Pengendalian Pembangunan menja agie
Pengadaan Barang/Jasa; dan
b Bagian Pereckonomian menjadi Baglan
Administrasi Pembangunan

Perekonomian dan

- < 0 ’ ) ul ¢
2 Ketcmuan Bab V huruf A angka ] H“””g fllilgi\é 4l el o)
4Mpiran | diubah sehingga berbunyl scbagmlmf:) or.ang. P
) PPHP berjumlah gasal xx'lllilnjafl',cv ..( ol 8
. Melibatkan Pengurus barang PD/SKPD _\d!f.ﬂt alibatien l‘lll\‘\ll'
(2) Khusus untisk pekerjaan konstrukst dapa ;
PD/SKpPD teknis terkait; dan \ Pei ;
$ ¢ ' e ejabat vang
(3) PPHp tidak boleh merangkap ,\.ch.\g:mill kc':,iu‘t;m . 11:33
m(’nin‘l(iatang'-ml SPM  atau Bendahara  padi \ yang
’ k ‘(
e 4y

Samg.
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Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.10.25
08:20:06 +07'00'
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